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WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 978 /Kep.1835-DPKP/2023
TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN DAN PENERIMA BANTUAN UANG SEWA
RUMAH TINGGAL SEMENTARA BAGI WARGA TERDAMPAK PROGRAM
CITARUM HARUM DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BANDUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor
21 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Uang Sewa
Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program
Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2023,
perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan
Besaran Bantuan dan Penerima Bantuan Uang Sewa
Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program
Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6624);



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Daerah Aliran Sungai Citarum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja
Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai
Citarum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1090) sebagaimana telah beberapa kali
diubah  terakhir dengan  Peraturan  Menteri
Koordinator Kemaritiman dan Investasi Nomor 6
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja
Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai
Citarum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2019 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor
2);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2023
tentang Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah
Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program
Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023
Nomor 22);

1. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Bandung Nomor LH.01.07/32.39-
DPKP/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, perihal
Hasil Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan Uang
Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Kota
Bandung yang Terdampak Program Citarum Harum
Tahun 2023;

2. Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Verifikasi Data
Calon Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal
Sementara Bagi Warga Kota Bandung yang
Terdampak Program Citarum Harum Tahun 2023,
Nomor LH.01.07/3238-DPKP/VIII/2023, tanggal 16
Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

Penetapan Besaran Bantuan dan Penerima Bantuan Uang
Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak
Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun
Anggaran 2023.

Besaran bantuan dan penerima bantuan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Wali Kota ini.

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA wajib memanfaatkan dana bantuan guna menyewa
rumah tinggal sementara secara bersungguh-sungguh
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana bantuan disalurkan kepada rekening penerima
bantuan dalam 1 (satu) tahap untuk 1.008 (seribu

delapan) penerima bantuan.



KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Agustus 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

.
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002




